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Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian @
Dalam Negeri berkomitmen dan sungguh-sungguh
berupaya untuk :

1

Dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘

. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai

. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak

. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

menyesatkan;
Menyediakan akses informasi publik yang mudah, murah dan
dapat diakses oleh masyarakat;

Menyediakan sarana dan fasilitas pelayanan informasi publik yang
nyaman sesuai standar pelayanan;

Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja internal dalam
pelayanan informasi publik;

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan
pelayanan informasi publik.

-




Visi PPID

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang terbuka, Informatif dan Akuntabel di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Misi PPID

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
yang berkualitas, tepat dan interaktif;

Membangun dan mengembangkan sistem
penyediaan dan layanan informasi publik nasional.

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi
publik.

Memberikan pelayanan informasi secara tepat,
cepat, mudah dan sederhana.




GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ndaong-Undang  Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) merupakan salah satu

produk hukum hasil proses reformasi,
dimana undang-undang ini bersanding dengan
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang
membawa semangat perubahan bagi tata kelola
pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP
yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik
bagi data dan informasi yang berada di bawah
kewenangan Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat
dihadapkan dengan terbatasnya akses informasi
yang berimbas pada  kurangnya partisipasi
masyarakat, tata Kelola pemerintahan yang
kurang transparan bagi publik serta tertutupnya
data-data yang dikuasai oleh Badan Publik. Sejak
disahkannya UU KIP, pendekatan pengelolaan
informasi yang semula berprinsip “semua informasi
tertutup kecuali informasi yang terbuka” berubah
menjadi “semua informasi terbuka kecualiinformasi
tertutup’, diharapkan bisa meningkatkan tata
Kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan
negara dan juga meningkatkan partisipasi
masyarakat dan peran pengawasan masyarakat
khususnya dalam hal yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.

UU KIP memierikan kepastian hukum -
bagi publik untuk bisa mendapatkan: _
akses informasi publik. Badan -
publik waijib menyediakan
doan  mengumumkan  informasi
publik yang berada dibawah
kewenangannya secara cepat,
tepat  dan  mudah  diakses
oleh masyarakat. Sebagai wujud
komitmen Kementerian Dalam Negeri
dalam  menjomin  pelaksanaan
keterbukaan informasi  publik  di
lingkungan Kementerion Dalom
Negeri dan sebagai pelaksanaan

F

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 l ,
tentang Pemerintahan Daerah  Kementerian

Dalam Negeri telah menyusun pedoman dalam

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pada tahun 2017, Kementerian Dalam
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan
pengganti  peraturan  sebelumnya,  yakni:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi  dan Dokumentasi di  Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri juga
telah menyusun draft Rancangan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Layanan Informasi
Publik yang dapat dijadikan pedoman bagi
KementerianDalamNegeridanPemerintahDaerah
sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi  Publik serta untuk mengakomodir
aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah
lainnya terkait struktur PPID dan system informasi
layanan informasi publik.




GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

2 ‘LAYANAN INFORMASI PUBLIK

®

elaksanaan tugas dan  kewenangan
Pejobat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi di lingkungan Kementerian
Dalom Negeri telah diatur dalom
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan
Menteri Dalam Negeri dimaksud bertujuan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi  dan dokumentasi di Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk
menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi
sesuai  dengan amanat  Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan pelayanan informasi publik oleh
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah melekat pada jabatan struktural yang
membidangi tugas dan fungsi pelayanan
informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan
yang berkedudukan sebagai PPID Utama.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di lingkungan Kementerion Dalam Negeri
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 48905-2039 tentang Pembentukan Tim
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Di Lingkungan Kementerion Dalom Negeri. Tim
sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pembina ;

2. Pengelola Layanan Informasi
Dokumentasi Utama; dan

3. Pengelola Layanan Informasi
Dokumentasi Pembantu.

Struktur Organisasi PLID Kementerian Dalam
Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri
sebagai Pembina PPID, Sekretaris Jenderal
sebagai Atasan PPID, Pejabat Eselon | dari
setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri
beserta dengan Kepala Biro Hukum sebagai Tim
Pertimbangan, Kepala Pusat Penerangan sebagai
PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan
unit Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/
Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai
PPID Pembantu. Masing-masing PPID Pembantu
menunjuk  pejabat/staf sebagai  Person in
charge (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang
menjalankan pelayanan informasi
publik sebagai admin Eoplikosi PPID
Kementerian Dalam Q
Negeri yang aktif.

¢

@
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. STRUKTUR ORGANISASI PPID
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

=  SEKRETATRIAT JENDERAL PIMPINAN

f \\\a PENGARAH
= 1
/‘V’\;

PPID UTAMA

KEPALA
PUSAT PENERANGAN

KEPALA BIRO/PUSAT DI LINGKUNGAN SETJEN
& SEKRETARIS DI UNIT KERJA ESELON 1

\
\
PPID PEMBANTU
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2.1

Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung
dengan ketersedioan sarana dan prasarana pendukung. Semua permohonan informasi baik yang
disampaikan secara langsung maupun tidak langsung telah diakomodir sedemikian rupa agar sesudi
dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Fasilitas
yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik terdiri dari:

Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi
menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada
lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
. 4 Kursi Tamu;
Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
. Tunit telepon;
2 lemari arsip;
1filling cabinet;
g. Dan perlengkapan registrasi dan perkantoran standar lainnya.
Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan
juga e-mail: ppid@Kementerian Dalam Negeri.go.id;
Portal/website PPID Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
selaku pemohon informasi melalui laman https://ppid.kemendagri.go.id dan aplikasi mobile PPID
Kemendagri di Google Playstore

2.2

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
layanan informasi publik di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Pusat
Penerangan selaku PPID Utama Kementerian
Dalam Negeri. Secara teknis pelayanan informasi
publik di Kementerian Dalam Negeri berada di
Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan
Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitasi
Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin
oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan
Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Pranata Humas ahli muda.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas informasi di Bidang Fasilitasi
Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri berjumlah 10 orang PNS dan 4 Orang
Tenaga Lepas Pelayanan Informasi Publik.

Petugas Tenaga Lepas yang melayani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat jenderal Nomor: 200.05-
12 BKA tangggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan
Informasi, Data dan Dokumentasi Pada Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi
Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 dan
kontrak kerja Pengangkatan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan
Dokumentasi Tahun Anggaran 2021 dengan kualifikasi Pendidikan S1 llmu Ekonomi dan S1 limu
Komputer.
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2.2

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2021, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran
Layanan Data dan Informasi sebesar Rp. 415.617.000,- Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas
Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Penyelesaian Permasalahan Sengketa Informasi.
Selain itu PPID juga menggunakan sub anggaran Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar
Rp. 1.169.982.000,- dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri
dan Pemda.

Anggaran yang dikelola oleh PPID Kementerian
Dalam Negeri selama tahun 2021
dimaksimalkan untuk memberikan
pelayanan informasi publik ’“__.'{
di lingkungan Kementerian
Dalom Negeri dan untuk

memberikan asistensi "'g
atau pendampingan  bagi '.,
Pemerintah Provinsi  yang i:,,

masih masuk dalam kualifikasi
Tidak Informatif dan Kurang
Informatif.
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3 RINCIAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

3.1 Q/

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Kementerian Dalam Negeri melalui PPID telah memberikan
pelayanan informasi publik secara langsung dan tidak langsung.
Secara langsung Kementerian Dalam Negeri menyediakan ruang layanan
informasi publik. Namun selama pandemi Covid-19 tahun 2021, Pemohon
Informasi lebih mengoptimalkan kanal permohonan informasi secara tidak langsung,
yaitu email ppid@kemendagri.go.id dan welbsite ppid.kemendagri.go.id.

Selama tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah menerima sejumlah 477 Permohonan
informasi dengan rincian 379 permohonan informasi yang diterima melalui website, 98
permohonan informasi yang diterima melalui email dan O permohonan informasi yang diterima
secara langsung.

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri melalui
website selama Tahun 2021:

m Tanggal Permohonan Informasi Yang Dimohon Car?nI;I(l;:rr:‘gaasl?ses
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Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang
Diterima Oleh Kemendagri melalui
mail.kemendagri.go.id selama Tahun 2021:*

m Nama Pemohon Tanggal Permohonan Informasi Yang Dimohon Carfnn?;gail?ses
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Rekapitulasi pelayanan informasi publik melalui
kanal resmi PPID Kemendagri Tahun 2021

2021 Jumlah Permohonan melalui Jumlah Permohonan melalui
ppid.kemendagri.go.id ppid@kemendagri.go.id

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus

September

November
Desember

Total

98
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3.2

Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap
Permohonan Informasi Publik

Berpedoman pada Undang Undang Keterbukaan Informasi  Publik, ‘
Kementerion dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam ‘
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas. Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah Paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi, PPID Utama wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

1. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;

2. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

4. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasional
prosedur pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017. Berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya Petugas informasi memproses dan memenuhi
permintaan Pemohon. Adapun waktu yang dibutuhkan oleh Petugas dalam memenuhi kebutuhan
informasi yaitu :

Uraian Waktu Penyelesaian Permohonan
3M

v vorikers | 0.89%

104

6 s/d 10 Hari kerja

57

11 s/d 14 Hari kerja

Total : 476

Lebih 14 Hari kerja I

0 50 100 150 200 250 300 350

B Lebih 14 Hari kerja 11 s/d 14 Hari kerja 6 s/d10 Harikerja ~ W 1s/d5 Hari kerja
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3.3

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan
Baik Sebagian Atau Seluruhnya

secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh permohonan

informasi disampaikan secara tidak langsung melalui media aplikasi ppid.

kemendagri.go.id dan email ppid@kemendagrigo.id. Berdasarkan data, jumlah
permohonan informasi yang masuk adalah 476 permohonan informasi, dan
sebanyak 447 permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan 12 permohonan
informasi ditolak. Dari total seluruh permohonan informasi dimaksud terdapat
17 permohonan informasi yang menjadi keberatan informasi. Namun seluruh

Selama tahun 2021 tidaok ada permohonan informasi yang disampaikan V'

HASIL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN
OLEH KEMENDAGRI SELAMA TAHUN 2021

TINDAK LANJUT

30

JANUARI 32 0 0 0 2
FEBRUARI 19 15 0 1 0 3
MARET 39 34 0 3 0 2
APRIL 42 368 0 3 0 5
MEI 28 27 0 0 0 1
JUNI 44 43 0 1 0 0
JULI 26 23 0 2 0 1
AGUSTUS 38 38 0 0 0 0
SEPTEMBER 57 55 0 0 0 2
OKTOBER 56 54 0 1 0 1
NOVEMBER 49 49 0 0 0 0
DESEMBER 46 45 0 1 0 0
TOTAL 476 447 0 12 0 17

3.4

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak
Beserta Alasannya

Sebagaimana diatur dalom Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk menolak
permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selama tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah menolak 12 (dua
belas) Permohonan informasi. Sebagian besar alasan penolakan permohonan
$@%=. informasi adalah otoritas instansi lain, atau informasi yang dimohon bukan
ol merupakan kewenangan PPID Kementerian Dalam Negeri.
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DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

m Nama Pemohon

SELAMA TAHUN 2021

Tanggal Permohonan

Informasi Yang Dimohon Alasan Penolakan
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INOVASI DAN KOLABORASI

alom rangka meningkatakna kualitas
pelayanan informasi publik dilingkungan
Kementerian Dalam Negeri sekaligus
sebagai bagian dari pelaksanaan tugas

sebagai coordinator, Pembina dan pengawas
pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya
dalam hal keterbukaan informasi publik, selama
tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah
melaksanakan beberapa kolaborasi dan inovasi.

1.

Optimalisasi  system informasi  penunjang
keterbukaan informasi publik dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Dalam Negeri

a. Aplikasi e perda. Merupakan aplikasi yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Otonomi  Daerah  untuk  membantu
pemerintah daerah memberikan
konsultasi  online  penyusunan  produk
hukum  perundang-undangan.  Aplikasi
ini diharapkan mampu menjadi  solusi
untuk peningkatan kinerja pemerintah
daerah dalam penyusunan peraturan
doerah secara efektif dan efisien;

b. Simudah.  Merupakan  aplikasi  yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Otonomi  Daerah  yang memberikan
akses informasi publik bagi ASN pada
Pemerintah Daerah yang mengajukan
mutase lintas provinsi. Sehingga ASN
dapat mengetahui sejauh mana proses
pengajuan  mutasinya  telah  diproses;

c. lpop. Merupakan aplikasi yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
berfungsi untuk memberikan informasi
publik berupa data agregat kependudukan
berdasarkan wilayah yang selalu
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update dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk berbagai kepentingan;

Asistensi Peningkatan Kualitas Keterbukaan
Informasi Publik. Untuk mendukung
pelaksanaan keterbukaa informasi  publik
pada Pemerintah Daerah, selama tahun
2021 Kementerian Dalam Negeri bekerja
sama dengan Komisi Informasi melakukan
asistensi pada Pemerintah Daerah  yang
masih  belum masuk kualifikasi Informatif,
yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Kegiatan
dilaksanakan sepanjang tahun dengan
memberikan dukungan berupa konsultasi
terkait layanan informasi publik, bantuan
penyediaan aplikasi ppid pada aplikasi
ppid.kemendagri.go.id serta pendampingan
selama mengikuti kegiatan Monev
Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021.

sengkata informasi secara
Pada tahun 2020, Kementerian
Dalom Negeri mendapatkan  sengketa
informasi  yang proses  persidangannyad
masih berlanjut sampai  dengan  tahun
2021.  Kegiatan  persidangan  difasilitasi
secara virtual dengan mengedepankan
protocol Kesehatan. Pelaksanaan amar
putusan siding juga dilaksanakan dengan
mengedepankan protocol Kesehatan
namun tetap memaksimalkan hak
pemohon informasi  untuk mendapatkan
akses atas informasi yang disengketakan.

Fasilitasi
virtual.

Penyediaan dan pengumuman informasi
terkait Covid-19 vyang dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri pada website
utama Kementerian Dalam Negeri, Website
unit kerja Kementerian Dalam Negeri dan
media social Kementerian Dalam Negeri.




Webinar keterbukaan informasi publik. Kegiatan webinar keterbukaan
informasi  publik dilaksanakan untuk Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah dengan menghadirkan
narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana
dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari.
Materi yang disampaikan terkait klasifikasi informasi yang
dikecualikan dan penyelesaiong sengketa informasi.

Penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan
untuk mengakomodir masukan dari Pemerintah Daerah terkait
penguatankelembagaan PPID pada Pemerintah Daerah, PPID Desa
serta untuk menyesuaikan standar layanan informasi publik sesuai
dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021.

Rapat Monitoring dan Evaluasi secara berkala  setiap
tiga bulan. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang
pimpinan unit kerja dan petugas pelayanan informasi
publik untuk memaparkan kinerja pelayanan informasi publik
masing-masing unit kerja. Kegiatan juga dilaksanakan untuk
mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi oleh setiap
unit kerja untuk menyediakn informasi publik masing-masing.

J

g~
Bimbingan teknis peningkatan kualitas keterbukaan informasi

publik pada tanggal 1 sd 3 September 2021. Kegiatan
dilaksanakan secara luring bagi seluruh petugas pelayanan '

informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan
dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Tenagar Ahli
KomisilnformasiPusat, Anie Londa, Tya Tirtasari dan pakarkomunikasi
Wicaksono serta bimbingan teknis aplikasi PPID Kemendagri.

Rapat Koordinasi PPID pada tanggal 2 Desember 2021. Kegiatan™ ¥

rakor PPID dilaksanakan dengan mengundang  Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika provinsi di seluruh Indonesia. Pada kegiatan®

dimaksud,hadir sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong,
dan Koordinator Tata Kelola Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mulyani.
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5 RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

ada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri tidak mendapatkan
sengketa informasi. Namun demikion terdapat 17 keberatan
informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi
kepada Kementerion Dalam Negeri. Seluruh keberatan
yang diterima telah diselesaikan dengan mediasi  dan
tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Atasan PPID
Kemendagri.

Tanggal Informasi

Nama Pemohon Permohonan Yang Dimohon

Alasan Keberatan
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KENDALA INTERNAL
DAN EKSTERNAL

alam pelaksanaan pelayanan
informasi  publik selama tahun 2027,
Pusat Penerangan selaku PPID Utama
Kementerion Dalam Negeri  selalu

berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dari setiap
unit kerja Eselon | dan Biro/Pusat di lingkup
Kementerian Dalam Negeri. Selain itu secara rutin
telah dilaksanakan juga rapat koordinasi secara

rutin - untuk mengidentifikasi

kendala-kendala

dalam pelayanan informasi publik untuk kemudian
dapat diperbaiki ke depan sebagai berikut:

1.

Kendala Internal

a. Respon  PPID
Kementerian
menindaklanjuti
informasi publik
cepat, responsive

Pelaksana di  lingkup
Dalam  Negeri  dalam
setiap permohonan
masih kurang
dan tuntas;

b. Penyegaran  organisasi  yang  sangat
mempengaruhi  pelaksanaan  pelayanan
informasi  karena  berdampak  pada
perubahan person in charge. Sehingga
pemahaman atau pengetahuan
PIC harus dimulai  dari awal saat

pergantian pada Jabatan yang baru;

c. PPID Pelaksana masih  menganggap
bahwa pelayanan informasi dan
dokumentasi merupakan tugas tambahan
yang membebani  tugas, pokok dan
fungsi utama pada  komponen atau
Biro/Pusat. Hal ini terjadi karena dalam
menindaklanjuti setiap permohonan yang
masuk mesti ada desakan dari PPID Utama;

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID
Utama memilikitenaga yang diperbantukan
untuk melayani Permohonan Informasi
Publik baik secara langsung maupun tidak
langsung. Namun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan situasi yang menunjukan
perlunya tambahan personil yang secara
khusus bertugas melayani permohonan
informasi  dan  melakukan  koordinasi-
koordinasi yang dibutuhkan demi
terselenggaranya  pelayanan  informasi
publik yang cepat tepat dan akuntabel;

a. PPID Pelaksana masih belum memahami
klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain
itu  belum tercapainya pemahaman
yang baik tentang Daftar Informasi yang
Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu
cenderung ragu untuk menyampaikan
Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan

b. Masih  kurangnya  komitmen
unit kerja untuk secara
membuka akses informasi
seluas-luasnya bagi

pimpinan
sadar
publik
masyarakat.

Kendala Eksternal

Masih terdapat banyak masyarakat yang
belum memahami mekanise menyampaikan
permohonaninformasi. Sehingga permohonan
informasi yang disampaikan tidak lengkap
dan jelas khususnya terkait informasi apa yang
diminta. Selain itu masyarakat masih belum
bisa membedakan antara lama website PPID
Kementerian Perdagangan dan Kementerian
Dalam Negeri. Perlu dilakukan sosialisasi
secara dengan menggunakan

media yang lebih  ramah l'
pengguna dan Bahasa

yang sederhana agar y
masyarakat lebinh ‘
memahami prosedur
pelayanan
informasi
publik serta
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
d al am
keterbukaan
informasi
publik

A
A
L
.\
\
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erdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri
telah menyusun langkah rencana tindak
lanjut  peningkatan  kualitas  layanan
informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai
berikut:

1. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan
Informasi Publik Kementerian Dalam negeri
dan Pemerintah Daerah berdasarkan masukan
dan saran dari Pemerintah Daerah dalam
kegiatan rapat-rapat koordinasi selama tahun
2021. Hal-hal yang dirubah pada rancangan
peraturan tersebut terutama menyangkut
struktur  kelembagaaon PPID di  tingkat
Kabupaten/Kota yang semula melekat pada
jabatan struktural Eselon Il yang membidangi
Pengelolaan informasi, dokumentasi dan
kehumasan menjadi  pejabat  Eselon I,
kelembagaan PPID diselaraskan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika don standar
prosedur operasional Layanan Informasi;

2. Menginventarisir permasalahan pada
Permendagri No. 3 Tahun 2017, khususnya
dalam hal penyediaan SOP dan disesuaikan
dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan
Perki T Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

3. Melokukan asistensi  peningkatan kualitas
keterbukaan informasi pada 5  Provinsi
berdasarkan  hasil  monev  Keterbukaan
Informasi tahun 2021, yaitu Provinsi Maluku
Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Papua
Barat, Sulowesi Utara dan Kepulauan Riau
yang belum masuk kualifikasi informatif;

4. Mengembangkan aplikasi pengelola informasi
publik yaitu ppid.kemendagri.go.id yang telah
digunakan secara berbagi pakai dengan

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFROMASI PUBLIK

216 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
keterpaduan dan efisiensi layanan informasi
publik yang sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu
dibutuhkan aplikasi umum nasional bidang
pelayanan informasi publik.

Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan
informasi  publik bagi petugas pelayanan
informasi publik di lingkungan Kementerian
Dalom Negeri dan Pemerintah Daerah
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